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xABSTRAK
Nama : MUH. IQBAL A. JALIMA
Nim : 10600106051
Fak/jurusan : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA LANGSUNG
MENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ENREKANG)
Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Hukum Terhadap Pemilihan
Kepala Desa Secara Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang)”. Masalah yang menjadi fokus dari
tulisan ini adalah proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan faktor-faktor
yang memengaruhi proses pelaksanaan pemilihan tersebut dengan tujuan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dan faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut.
Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Enrekang, populasi
dari penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Enrekang dangan sampel 3
Desa. Jenis data dari penelitian ini adalah data perimer dan data sekunder, Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, angket,
penulusuran dan menganalisa dokumen-dokumen serta buku-buku yang relevan.
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil dari penelitian sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini
bahwa proses pemilihan Kepala Desa secara langsung berjalan sesuai dengan
aturan dan Undang-Undang yang berlaku meskipun ada beberapa faktor-faktor
yang memengaruhi pelaksanaan tersebut seperti faktor geografis dan sumber daya
manusia yang menyebabkan proses pemungutan suara berjalan lamban, faktor
kurangnya biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang mempengaruhi
rangkaian proses pemilihan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara yang bersendikan konstitusi dengan
menganut sistem Pemerintahan demokrasi1 artinya Indonesia sebagai suatu negara,
bukan hanya sebagai negara kekuasaan (match staat) melainkan Negara yang
berlandaskan hukum yang menjamin hak-hak dan keadilan bagi segenap rakyat
Indonesia.
Sistem pemerintahan indonesia sebagai Negara hukum demokrasi yang
menghendaki  sikap dan kebebasan hak asasi dan loyalitas demi kebaikan segenap
warga masyarakat, Maka tataran pemerintahan terendah atau desa harus
berlandaskan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi dalam
suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan bernegara.
Terkait hal tersebut, otonomi daerah efisiensi dan efektifitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan untuk membebaskan pemerintah
pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik2, juga
memberikan peluang kepada daerah dalam peran masyarakat dalam kegiatan
1Kencana Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 172
2Gaffer Affan, Riyan Rasyid dan saukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 172.
2pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat agar mencapai peningkatan taraf
hidup bermasyarakat yang lebih baik serta tatanan masyarakat yang mandiri dalam
wahana demokrasi.
Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Khususnya otonomi dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa
keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak
Pemerintah yang terdepan, karena itu penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga
desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya.
Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan Negara mulai dari tingkat
pusat dan daerah sampai pada tingkat pemerintahan daerah yaitu pemerintahan desa
maka Pemerintah telah mengatur Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor
72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 sampai Pasal 208, juga
sebelumnya diatur dalam Undand-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 93 sampai pasal 105.
Dalam Pasal 203 Ayat 1 (satu) Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa:
3Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 202 ayat 1 dipilih
langsung oleh dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat
selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman
kepada peraturan pemerintah3.
Ditegaskan lagi pada pasal 203 ayat 2 (dua) bahwa “Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai kepala desa”.
Demikian pula diatur dalam pasal 203 ayat 3 (tiga) bahwa: “Pemilihan Kepala
Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku sesuai ketentuan hukum Adat
setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah”.
Menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa /
Kelurahan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999
Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, kemudian mekanisme
pemilihan Kepala Desa tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa.
3Widjaja HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia; dalam rangka sosialisasi
UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PT. RajaGrafindo persda, Jakarta, 2005, hal.
277.
4Secara umum jabatan kepala desa harus dijabat oleh orang  yang mempunyai
kemampuan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dan dapat
melayani setiap saat masyarakat dalam wilayah pemerintahannya. Oleh sebab itu
pemilihan kepala desa harus melalui pemilihan secara langsung dari penduduk desa
warga Negara Indonesia dari yang bersangkutan.
Meskipun  pemilihan  Kepala  Desa  telah  diatur  secara  jelas dalam berbagai
peraturan Perundang-Undangan namun di dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan
dengan apa yang telah diatur dalam Perundang-Undangan tersebut. Oleh karena itu
penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Secara Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya
Kabupaten Enrekang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pandangan tersebut diatas maka  rumusan masalah dapat disusun
secara sistematis dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung di
Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa secara langsung di Kabupaten Enrekang ?
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka
penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karangan ilmiah (skripsi) dengan
5menetapkan sebagai judul pembahasan adalah: Analisis Hukum Terhadap Pemilihan
Kepala Desa Secara Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Studi Kasus Kabupaten Enrekang).
C. Pengertian Judul.
Untuk menjaga salah pengertian dalam penelitian ini, maka di perlukan
adanya suatu penjelasan istilah-istilah dalam skripsi ini yang berjudul :
“Analisis Hukum Terhadap Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang)”
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya4.
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat yang
di kukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas5
3. Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih6.
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung.
5. Langsung artinya di lakukan sendiri secara langsung oleh yang berhak tidak
diwakilkan ke yang lain.
4 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2007, halaman 32.
5Departemen Pendidikan Nasional R.I. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. IV; Gramedia,
Jakarta,2008, halaman 351.
6 Ibid, h, 1074
6Berdasarkan pengertian judul yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan pengertian yang bersifat operasional dari judul skripsi ini adalah suatu
kajian mengenai penerapan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada
pemilihan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Enrekang.
D. Kajian Pustaka
Banyak literatur yang membahas masalah Pemerintahan Daerah sampai
Pemerintahan Desa tapi tidak ada yang mengkhusus pada masalah pemilihan Kepala
Desa secara langsung, namun penulis melihat ada beberapa buku yang relevan antara
lain:
1. Kepala Desa Dan Dinamika Pemilihannya oleh Sadu Wasistiono yang di
terbitkan oleh CV. Mekar Rahayu pada tahun 1993, buku ini mencoba
membahas berbagai masalah yang ada dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa serta mencari akar penyebabnya, serta menguraikan bahwa pemilihan
Kepala Desa itu sendiri sudah merupakan bagian dari budaya politik
masyarakat Desa.
2. Budaya Politik Demokratis oleh Saiful Arif yang diterbitkan oleh Averroes
Press pada tahun 2007, menguraikan bahwa kondisi pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa di Indonesia umumnya sebagai contoh operasionalisasi budaya
politik di Desa.
7E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1). Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa secara langsung.
2). Kegunaan Penelitian
1. Bahwa skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu
pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Bahwa skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah
Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah setempat dalam upaya
mengembangkan proses pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Enrekang
melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
F. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang
masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun
sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : Bab I merupakan pendahuluan,yang
beisi latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul penelitian ini, tujuan dan
kegunaan penulisan skripsi ini dan di akhiri sistematika penulisan.
8Bab II akan menguraikan mengenai landasan teori dan hukum yang
berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. serta Peraturan Pemerintah
tentang Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.
Bab ini terdiri dari 4 (Empat) sub bab, sub bagian A akan membahas definisi tentang
Desa, sub bagian B tentang Kepala Desa, sub bagian C mengenai dasar hukum
pemilihan Kepala Desa di Indonesia, sementara sub bagian D mengenai tinjauan
dalam Islam tentang pemilihan kepala desa, sub bagian E tentang mekanisme
pemilihan Kepala Desa.
Bab III akan mengurai metode penelitian yang digunakan yang diawali lokasi
penelitian dan waktu, kemudian masuk pada sifat penelitian, selanjutnya metode
pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan
metode analisis data.
Sementara bab IV penulis akan menggambarkan secara langsung lokasi
penelitian selanjutnya membahas beberapa pengaruh dalam pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa secara langsung di Kabupaten Enrekang. Bab V merupakan penutup
yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan
sumbangan bagi seluruh kalangan akademis dan masyarakat, khususnya Pemerintah
Daerah maupun Pusat.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Desa
Menurut Taliziduhu Ndara, desa adalah suatu wilayah tempat tinggal bersama
dengan berbagai nama Seperti Desa, Kampong, Kapunduhan, Kemandoran, Ampian,
Cantilan, Duku, Banjar di Jawa Barat, Wanua di Minahasa, dan sebagainya telah ada
di Indonesia sebelum kolonialisasi. Desa sebagai kesatuan masyarakat dimana
bertempat tinggal sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya
sendiri, adalah suatu organisasi masyarakat hukum yang ada sejak lama, mendahului
masyarakat hukum disebut Negara.7
Organisasi pemerintahan yang setingkat dengan desa di Jawa sudah lama ada
di seluruh wilayah Indonesia, hanya penggunaan nama berbeda tergantung dengan
sosial budaya. Setiap kesatuan masyarakat berhak mengatur rumah tangganya sendiri
yang sering ditentukan oleh satu orang. Pergantian pimpinan wilayah tidak
mempunyai waktu tertentu. Organisasi pemerintahan seperti ini adalah ogranisasi
yang berbentuk kerajaan (feodalisme).
Pemerintah Desa atau organisasi yang setingkat desa menurut syarat
keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan organisaasi Pemerintahan maka
7 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta, 1984. hal
15
10
harus berada di bawah camat dan bertanggung jawab kepada atasannya. Meskipun
mempunyai wilayah tertentu dan penduduk yang banyaknya tetapi tidak dibawah
camat tidak diakui dalam sistem pemerintahan.
Menurut C.S.T Kansil bahwa desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
a) Mempunyai wilayah
b) Mempunyai Penduduk
c) Mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di
bawah camat.8
Pasal 1 sub (a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan
desa mengatur bahwa : “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah
langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Timbul kesan bahwa desa merupakan suatu wilayah tetapi tidak semua
wilayah adalah desa, oleh karena itu wilayah harus ditempati oleh sejumlah penduduk
yang tidak sekedar mendiami tetapi harus merupakan masyarakat hukum dalam suatu
kesatuan, mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah camat. Organisasi
tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya.
8 Kansil, C.S.T., Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghaila, Jakarta, 1988.
Hal. 19
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Penyeragaman nama suatu wilayah setingkat desa di seluruh wilayah
Indonesia menjadi desa adalah bertujuan mempermudah pengaturan organisasi
pemerintahan agar tidak ada perbedaan dalam sistem pemerintahan yang ada di
bawah kecamatan. Dalam suatu desa masih ada wilayah yang disebut dusun yang
merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan desa. (Pasal 1 Undang-Undang 5
tahun 1979) meskipun desa memiliki otonomi karena menurut Undang-undang
Nomor 5 tahun 1979 daerah Otonomi hanya terdiri dari Otonomi Tingkat I dan
Otonomi Tingkat II.
Sudirwo. D mengemukakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah
Kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.9
Pengertian tentang Desa yang dikemukakan tersebut diatas berpijak dari
rumusan yang telah di tuangkan pada pasal 1 (huruf a) Undang-Undang nomor 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang kini telah dicabut dengan berlakunya
Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perumusan pengertian tentang desa
ditegaskan dalam pasal 1 huruf (o) sebagai berikut : “Desa atau yang disebut dengan
9 Sudirwo D, Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa,
Angkasa, Bandung, 1985. Hal.44
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nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul kepentingan dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten”.
Penjelasan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang bersifat
istimewa.
Dari pengertian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 timbul
kesan bahwa desa hanya menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tetapi mengatur
kepentingan masyarakat dan bukan organisasi pemerintahan di bawah Camat. Desa
diberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan masyarakat tanpa harus
menunggu perintah dari pemerintah yang ada di atasnya. Setiap kegiatan yang akan
diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah kabupaten pada suatu
desa yang bersangkutan dapat menolaknya jika hal tersebut dianggap tidak sesuai
dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Perubahan kedudukan pemerintah desa
yang tidak di bawah Camat mempunyai dampak positif karena terjadi perubahan
birokrasi yaitu pemerintah desa tidak lagi melalui Camat tapi sudah langsung kepada
pemerintah kabupaten dalam pengurusan kepentingan masyarakat desa.
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Istilah Desa biasa diubah dengan nama lain berdasarkan asal-usul adat istiadat
dan budaya masyarakat setempat. Perubahan ini akan berimplikasi pada perubahan
struktur desa, khususnya yang ada di luar Jawa.
Sedangkan pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
mengemukakan bahwa: “Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di kabupaten atau kota, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang
dasar Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan
mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat”.
B. Pengertian Kepala Desa
Kepala Desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa,
dan di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintaah. Meskipun
demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia
tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, Kepala
Desa harus meminta pendapat mesyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai
urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting, Kepala Desa wajib
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berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang
dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.
Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa dan pelaksanaan
pemerintahan diatas desa. Sesuai dengan kedudukan dimaksud, Kepala Desa
mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri,
menjalankan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan
menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai
sendi yang utama pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan di desa. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Desa mempunyai fungsi untuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya,
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya, melaksanakan kegiatan
dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksankan
koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka urusan dari pemerintahan
lainnya.
Menurut UU No. 22 tahun 1999 pasal 101, Kepala Desa adalah :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Membina Kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan
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6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya.
Berikut penulis menguraikan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala
desa yang terperinci diatur dalam peraturan dalam peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa yakni :
1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala
desa mempunyai wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang di tetapkan bersama BPD.
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD
desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
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h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan rapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan.
Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban
yang lebih terperinci diatur pada Pasal 15 yang berbunyi :
1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang di maksud
dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan domokrasi.
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan
desa.
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
17
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan
desa.
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat.
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan ;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan pemerintahan
lingkungan hidup.
2) Selain kewajiban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Kepala Desa
mempunyai kewajiban: Untuk memberikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota memberikan laporan
keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
3) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana di maksud pada
ayat (2) di sampaikan kepada Bupati / walikota melalui Camat 1 (Satu) kali
dalam satu tahun.
4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana di
maksud ayat (2) di sampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam
musyawarah BPD.
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5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran
yang di tempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara
lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau
media lainnya.
6) Laporan sebagaimana di maksud pada Ayat (3) digunakan oleh
Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahaan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
7) Laporan akhir masa Jabatan Kepala Desa di sampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat dan Kepala BPD.
Lebih lanjut Pasal 16 Kepala Desa di Larang :
1. Menjadi pengurus Partai Politik.
2. Merangkap Jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa bersangkutan.
3. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD.
4. Tertib dalam kampanye pemilihan umum pemilihan Presiden, dan
pemilihan Kepala Daerah.
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyrakat lain.
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6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, meneriman uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan di lakukannya.
7. Menyalah gunakan wewenang ; dan
8. Melanggar Sumpah / Janji.
C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia
Pemerintahan Desa di Indonesia telah di kenal jauh sebelum bangsa Penjajah
menginjakkan kakinya di Bumi Nusantara. Meskipun sebutan tentang Desa antara
Daerah wilayah satu dengan wilayah lainnya terdapat perbedaan misalnya di pulau
jawa di kenal dengan sebutan Kelurahan sedangkan di beberapa tempat dikenal
dengan sebutan Desa, seperti yang di kemukakan oleh A. Muin Fahmal dan Kasim
bahwa Desa dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan
bagian Pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah Kecamatan dalam
wilayah Kabupaten, sehingga merupakan tumpuan pelaksanaan urusan Pemerintahan,
pelayanan dan pembangunan di pedesaan.
Dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Desa di Indonesia, dapat
ditelusuri baik sebelum berakhirnya masa penjajahan kolonial maupun setelah
memasuki Era Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pada masa penjajahan
20
terdapat beberapa Peraturan Produk Kolonial Hindia Belanda mengatur tentang Desa
antara lain:
a. Staasblad 1936 No. 83 tentang Inlansche Gemeente Ordonantie yang
berlaku untuk Jawa dan Madura.
b. Staatsblasd 1938 No. 490 tentang Inlandsche Gemeente Ordonantie
Buitengewesten yang berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
c. Pasal 128 Ndsche Staatsregeling 1938 No. 81 tentang wewenang warga
desa untuk memilih Kepala Desanya sesuai masing-masing Adat
kebiasaan setempat.
Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus hingga
1964 belum pernah dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan
Desa, Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang
tentang Pemerintahan secara Nasional dibuat pada tahun 1965 yaitu Undang-Undang
Nomor 9 tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara tahun 1965 no. 84).
Namun tidak lama kemudian MPRS mengeluarkan ketetapan MPR Nomor XXI/199,
menghendaki agar Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketetapan MPRS diatur tentang pemberian Tugas Kepada Pemerintah
dan DPR untuk mengadakan penelitian dan peninjauan kembali terhadap segenap
peraturaan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
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1945. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1965
dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak
berlakunya berbagai Undang-Undang dan peraturan Pemerintahan pengganti Undang-
Undang berdasarkan urutan Nomor 7 Lampiran 3 dinyatakan bahwa Undang-Undang
nomor 19 tahun 1965 tidak berlaku (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 37,
tambahan lembaran Negara nomor 2901).
Namun sangat disayangkan, bahwa sejak dicabutnya Undang-Undang Nomor
19 tahun 1965 tidak segera dikeluarkan Undang-Undang penggantinya, sehingga
terjadi kefakuman Undang-Undang Pemerintahan Desa selama 10 tahun sebelum
ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemeritahan Daerah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak mempunyai landasan hukum berupa
Undang-Undang, sehingga secara praktis berlaku Peraturan-Peraturan pada Masa
Pemerintahan Hindia Belanda.
Adapun peraturan yang di maksud tentang Desa pada masa Pemerintahan
Hindia Belanda yang masih dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan
Desa yang ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
antara lain: Inslandsche Ordonantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura
(S.1936 no 83), An Inslandsche Gemeente Ordantie Builengewestwn (IGBO) untuk
daerah diluar Pulau Jawa (S.1938 No. 490, S 1938 No. 81)
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Oleh karena itu pada tahun 1973 dengan ditetapkannya Ketetapan MPR
Nomor IV/MPR/1973 Tentang GBHN, ditegaskan antara lain Asas-Asas dan Arah
Pengaturan Pemerintahan Daerah termasuk pengaturan Pemerintahan Desa. Sebagai
Realisasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, pada tahun 1974
ditetapkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 88 diisyaratkan bahwa Pemerintahan Desa nantinya
akan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang sampai ditetapkannya ketetapan MPR
Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, Undang-Undang yang mengatur desa seperti
dikehendaki oleh ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Undang-Undang Nomor 5
tahun 1974 belum ditetapkan. Maka dalam ketetapan MPR Nomor X/MPR/1978
ditegaskan antara lain:
a. Dalam rangka memperlancar pembangunan di seluruh Pelosok Tanah Air dan
serta membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dikembangkan atas dasar
keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi nyata,
dinamis dan Bertanggung Jawab, dapat menjamin perkembangan
pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama - sama dengan dekosentrasi.
b. Memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat
berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan
administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Untuk itu perlu disusun
Undang-undang tentang pemerintahan Desa.
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Dasar penyusunan Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Desa
berdasarkan pada administrasi Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan
desa hanya berdasarkan keputusan administrasi yang beragam dan tidak berdasarkan
pada aspirasi masyarakat Desa. Berdasarkan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1973,
maka pada tanggal 1 Desember diundangkannya Undang-Undang nomor 5 dan
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3153. Undang-Undang ini
berkeinginan untuk menyeragamkan Kesatuan Masyarakat diseluruh Indonesia.
Namun perlu diperhatikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dirasakan tidak mampu
menampung dinamika perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip
penyelenggaraan Otonomi Daerah yang demokratis, efektif dan efisien serta
mengakomodasikan Keanekaragaman Struktur dan Kultur yang hidup dan
perkembangan di Daerah.
Oleh sebab itu pada tanggal 7 Mei tahun 1999 diundangkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Adapun landasan pemikiran dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pembangunan
masyarakat.
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Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada
Pasal 3 telah ditetapkan 4 (empat) Kebijaksanaan Menteri Negara mengenai
pengaturan Desa dan Kelurahan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten,
Pemerintahan Kota dan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan
Kota. Keempat kebijaksanaan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 antara lain:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 Tentang Pencabutan
beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Instruksi Menteri dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk
dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman
Pengaturan mengenai Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman
pengaturan mengenai Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang pedoman
umum pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan.
Peraturan Menteri yang telah ada telah memberikan kewajiban bagi setiap
Kabupaten untuk mengadakan penyeragaman bentuk Desa tetapi peraturan tersebut
hanya bersipat pedoman umum bagi Pemerintah Kabupaten dalam membuat
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peraturan tentang Desa. Oleh karena itu pada tanggal 28 sebtember 2004 pemerintah
telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan
pengganti dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini
juga mengatur tentang pemerintahan Desa yakni tentang pada pasal 202 sampai 215.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 maka secara
otomatis undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang berbunyi  bahwa pada saat
berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang
mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa maka dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Kemudian lebih lanjut ketentuan Hukum tentang Pemerintahan Desa inilah
Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Yang pada
prinsipnya ketentuan peraturan ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai keluasan pemikiran
yakni pengetahuan mengenai Desa yaitu:
1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan
dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masarakat setempat . hal ini
berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan
Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masarakat berbangsa
dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati
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kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan Masyarakat dan Prinsip
Negara Indonesia.
2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan
pembangunan Desa harus mampu mewujutkan peran aktif masyarakat agar
masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap
perkembangan hidup bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi Asli, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul
dan nilai-nilai sisial budaya yang terdapat pada masarakat setempat namun
harus diselenggarakan dalam perspektif. Administrasi Pemerintahan Negara
yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. Demokrasi, memiliki makna bahwa menyelenggarakan Pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengkodomikasi aspirasi
masyarakat yang diartikulasi dan Diaregasi melalui BPD dan lembaga
kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintahan Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwah penyelenggarahan
Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masarakat melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan asensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat.
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Seperti halnya pada ketentuan peraturan Pemerintah, ketentuan Peraturan
Daerah pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah pada intinya proses Pemilihan Kepala Desa
diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Pemerintahan yang Demokrasi,
Kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional
sebagian diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Pimpinan Suatu Lembaga
Dalam memilih pemimpin, Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk tekhnis
secara detail dan rinci. Rasulullah Muhammad SAW, juga tidak pernah menunjuk
siapa pengganti sesudah beliau wafat. Empat pemimpin Islam setelah Rasulullah (Al-
Khulafa Ar-Rasyidin) dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Abu Bakar As-Sidik
dipilih dengan cara musyawarah terbuka tanpa ada calon sebelumnya di Saqibah Bani
Saidah. Khalifah Umar bin Khatab dipilih dengan cara penunjukkan oleh Khalifah
Abu Bakar berdasarkan keputusannya dengan tokoh-tokoh terpercaya, dikalangan
sahabat kemudian diumumkan pada khalayak dan rakyat menyetujuinya. Khalifah
Usman bin Affan dipilih dengan pemilihan yang dilakukan oleh Majlis Syura dengan
pemilihan yang dilakukan oleh Majlis Syura (Formatur) sebanyak 6 orang yang
dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khatab. Sedangkan Khalifah Ali Bin Abi Thalib,
dipilih dalam situasi kacau setelah terbunuh Khalifah Usman bin Affan. Pemilihan
28
dilakukan secara spontan dan terkesan darurat, yang dimulai oleh kaun yang tidak
puas dengan khalifah usman.
Dari kenyataan seperti tersebut diatas, terdapat isyarat bahwa persoalan
penyelenggaraan kekuasaan biarlah diselesaikan oleh umat manusia dengan cara
musyawarah. Sebagaimana Firman Allah dalam Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 :
              
       
Artinya:
........dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (politik, perang,
ekonomi, dan masalah-masalah kemasyarakatan lain). kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Pemimpin itu dipilih oleh rakyat Islam adalah agama yang kafah, oleh karena
itu Islam memiliki sistem politik tersendiri, yaitu sistem politik yang berpusat pada
ajaran Allah SWT.
Secara akal sehat dapat dikatakan politik adalah sarana untuk mencapai
tujuan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an untuk mencapai kebahagiaan dunia
dan akhirat antara lain : (1) mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahNya
(al-Adl), (2) mewujudkan kebajikan dengan tegaknya hukum (al Ikhsan), (3)
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memelihara dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi (al-Qisth), menjauhi
kekejian (Al-Fahisyat) al Munkar dan kesewenang-wenangan (Al-Baghy).
Menurut Al-Qur’an kekuasaan Politik dijanjikan kepada orang-orang beriman
dan beramal shaleh, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55 :
                      
                 
                     
             
Artinya:
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka
tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku.
dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-
orang yang fasik.(Q.S. An-Nur ayat 55)
Kaidah Memilih Pemimpin
Ada beberapa Kaidah yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam memilih
seorang pemimpin tentu kita tidak dapat menyambung dari Al-Qur’an dan As-Sunnah
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dan Ijtihad para ulama. Dalam memilih pemimpin ada beberapa kaidah sebagai
berikut :
1. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin. Sebagaimana firman Allah
dalam Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 144 :
                       
           
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
kafir menjadi wali[368] dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk
menyiksamu) ?
2. Memilih pemimpin yang memiliki keahlian dibidangnya.
3. Memilih pemimpin yang akseptabel, dicintai dan mencintai umatnya,
mendo’akan dan dido’akan ummat dan bukan pemimpin yang dibenci dan
membenci, melaknat dan dilaknat umat.
4. Memilih pemimpin yang mengutamakan, membela dan mendahulukan
kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang
menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitrah.
Sebagaimana firman Allah, Q.S Al-Baqarah 193.
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                 
         
Artinya :
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari
memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-
orang yang zalim.
5. Memillih pemimpin yang tidak bertindak, arogan dan sewenang-wenang serta
tidak fanatik terhadap golongan. Sebagaimana firman Allah surat Al-Qashas :
ayat 4 :
                      
                       
Artinya:
”Sesungguhnya Fir'aun Telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan
menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari
mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-
anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang
berbuat kerusakan”.
6. Memilih pemimpin yang sehat dan kuat
7. Memillih pemimpin yang memiliki sifat-sifat utama Rasul antara lain :
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a. Shidiq/jujur: sifat ini sebagai pondasi pertama bagi seorang pemimpin,
karena sebagi seorang pemimpin harus selalu bersifat,bertindak dan
berucap jujur dalam setiap tindak tanduknya, sehingga bisa
menjadi tauladan bagi seluruh bawahannya.
b. Amanah/bisa dipercaya: sifat ini sebagai salah satu sifat utama yang
harus dimiliki seorang pemimpin, karena dengan sifat ini seorang
pemimpin akan melaksanakan apa yang telah diamahkan kepadanya
dan akan menjalankan tugas dengan baik.
c. Tabligh/Penyampai: dengan sifat ini seorang pemimpin akan selalu
menyanpaikan tanggung jawabnya dengan Transparan dan akuntabel,
dengan tidak menutup-nutupi sedikitpun apa yang telah dia kerjakan.
d. Fatonah/Cerdas: seorang pemimpin harus cerdas, sehingga
bisa menyelesaikan semua persoalaan dengan baik tanpa tanpa
menyisakan persoalan-persolan lain dibelakang hari.
Inilah empat acuan kita dalam memilih seorang pemimpin berdasarkan sifat-
sifat Rasul. semoga kedepan kita dapat realistis dalam memilis pemimpin tanpa
dipengauhi oleh berbagai faktor terutama politik uang, sehingga apa yang kita pilih
dapat melaksanakan amanah dengan baik sesuai apa yang kita inginkan.
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E. Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan
Pemerintahan Desa yang berhak, berwenang dan berkewajiban  mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat dan  penanggung  jawab utama di bidang
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berhasil tidaknya seseorang yang
menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada kualitas
yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan Kepala Desa,  berhasil tidaknya
menjalankan tugasnya tergantung ada kualitas yang dimilikinya.
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon-calon yang
sudah ditetapkan dalam Pasal 203 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yakni pada
ayat (1) mengemukakan bahwa: “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik
Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda
yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”.
Selanjutnya dalam ayat (2) mengemukakan bahwa : “Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala Desa”.
Kemudian pada ayat (3): “Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui
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keberadaannya berlaku ketentuan hukum Adat setempat yang ditetapkan dalam Perda
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.
Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang
syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai
Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia serta Pemerintah.
c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau
kegiatan organisasi terlarang lainnya;
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
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l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
Penentuan syarat-syarat calon Kepala Desa dapat ditambah oleh Desa yang
mengadakan pemilihan Kepala Desa, penambahan jumlah syarat-syarat harus ada
kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dalam peraturan
Desa, misalnya tingkat pendidikan bagi kepala minimal sarjana diploma. Untuk
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri harus  memiliki keterangan persetujuan
dari atasannya yang berwenang untuk itu. Pegawai Negeri yang dimaksud adalah
Pegawai Negeri Sipil maupun TNI dan POLRI
F. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa
Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, seperti yang ditegaskan dalam pada
pasal 47 sampai dengan pasal 51 sebagai berikut:
Pasal 47
1. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia
Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
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melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa kepada BPD.
Pasal 48
1. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
Kepala Desa sesuai persyaratan.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 49
1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat
ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
2. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
Pasal 50
1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan
dukungan suara terbanyak.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa
kepada BPD.
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3. Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari
Panitia Pemilihan.
4. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota
melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
5. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas)
hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pasal 51
1. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima
belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan
masyarakat.
3. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
4. Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut
: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 serta
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melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di wilayah desa yang
bersangkutan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh panitia yang
bersangkutan, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum dan rahasia.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Menurut Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian adalah cara yang di gunakan
oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.10
A. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang dengan pertimbangan di
tempat tersebut masyarakat masih sangat awam terhadap aturan Perundang-Undangan
terkhususnya masalah yang akan di teliti. Dari lokasi penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh data-data dan temuan lainnya guna penyusunan skripsi ini.
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah
Yuridis Sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan
secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya.
Dalam hal ini metode pendekatan akan menitik beratkan pada peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan
kenyataan yang ada dalam praktek pelaksanaan dan aspek-aspek sosial yang
berpengaruh.11
10Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT.Rineka Cipta,
Jakarta, 1998, halaman 151.
11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h.15.
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Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada Peraturan
Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah, dalam
hal ini khususnya pemilihan Kepala Desa secara langsung. Sedangkan pendekatan
sosiologis digunakan untuk mengetahui aspek sosial yang berpengaruh dalam
pelaksanaannya di lapangan.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah “Keseluruhan objek penelitian 12 . Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa yang berada di Kabupaten
Enrekang yang berjumlah 129 Desa/Kelurahan yaitu 17 Kelurahan dan 113 Desa,
yang di gambarkan sebagai berikut:
Tabel 1
No. Kecamatan
Jumlah
Luas Area (km²) PendudukKelurahan Desa
1. Maiwa 1 21 392,87 23.312
2. Enrekang 6 12 291,19 29.857
3. Baraka 3 12 159,15 20.782
4 Anggeraja 3 12 125,34 23.716
5 Alla 3 5 34,66 20.153
6. Bungin - 6 236,84 4.382
7. Cendana - 7 91.01 8.689
8. Curio - 12 178,51 14.34
9. Malua 1 7 40,36 8.597
10 Buntu batu - 8 126,65 11.933
11. Masalle - 6 68,35 12.098
12 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Research Sosial (Bandung: Grafika, 1974), hal.
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12. Baroko - 5 41,08 10.149
Kabupaten Enrekang 17 113 1,786,01 188.070
Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2012, BPS Enrekang
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan
populasi yang ada13, Karena keterbatasan dana peneliti dan untuk lebih memudahkan
penelitian, maka yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 3 Desa
saja yang  terdapat dalam Kabupaten Enrekang yang diambil secara acak dari setiap
Kecamatan, tentu hal ini dianggap dapat mewakili seluruh populasi dan dapat
memberikan data yang penulis perlukan, antara lain:
a. Desa Rampunan
b. Desa Sumbang
c. Desa Bolang
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi di lapangan
dengan mengandalkan wawancara langsung melalui daftar pertanyaan
yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis bebas menanyakan apa
saja14 , begitu pula penulis akan mengedarkan angket respon terhadap
13 Sutrisno hadi, Metodelogi Research, Jilid I, cet V (Yogyakarta: UGM, 1996), hal. 56.
14 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT.Rineka Cipta,
Jakarta, 1998, hal. 145.
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bagaimana proses pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa di
Daerah tersebut.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran yang
dihimpun dari berbagai sumber seperti buku-buku, karya tulis ilmiah,
laporan dan literatur-litertur yang berhubungan langsung dengan skripsi
ini agar bisa menggambarkan yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau sebagaimana adanya15.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian  Kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilakukan dengan cara  membaca dan mempelajari bahan-
bahan hukum atau data-data tertulis yang bersifat ilmiah dan beberapa dokumen
Perundang-Undangan serta literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian guna
merumuskan kerangka teoritis.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data primer dengan teknik
pengumpulan data dengan menggunakan 2 instrumen penelitian, yaitu:
a. Wawancara
Wawancara yaitu cara yang ditempuh untuk mewawancarai para
informan demi memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian
15Hadari Nawawi & Mimi Martini , Penelitian Terapan, UGM Press, Yogyakarta, 1996, hal.
73.
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ini. Wawancara ditujukan dengan jalan mengajukan pertanyaan langsung
kepada beberapa tokoh-tokoh dengan pertanyaan yang telah di
persiapkan.
b. Angket
Angket merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan
masalah penelitian yang telah di persiapkan kepada masing-masing
responden, yaitu 50 orang dari masyarakat yang terdapat dalam 3 Desa
yang di ambil secara acak untuk memberikan jawabannya. Metode ini
penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi baik itu yang
berupa anggapan, pendapat atau sikap dari masyarakat yang terkait
dengan masalah yang diteliti.
1. Desa Rampunan 20 Lembar Angket.
2. Desa Sumbang 15 Lembar Angket.
3. Desa Bolang 15 Lembar Angket.
F. Metode Analisis Data
Data yang terkumpul baik primer maupun data sekunder, diolah  dengan
menggunakan metode analisis deskriptif, data diperoleh kemudian diklasifikasikan
dan dianalisis secara Kualitatif dan selanjutnya secara Deskriptif yaitu dengan
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam
penelitian ini.
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BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN ENREKANG
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambar
Peta Kabupaten Enrekang
45
1. Keadaan Geografis
Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3̊ 14’36’’- 3̊ 50’00”
Lintang Selatan dan antara 199̊ 40’53” - 120̊ 6’33” Bujur Timur. Letak geografis
Kabupaten Enrekang berada di jantung jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta
batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten
Enrekang adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara      : Kabupaten Tanah Toraja
b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
c. Sebelah Selatan   : Kabupaten Sidrap
d. Sebelah Barat      : Kabupaten Pinrang
2. Luas Wilayah
Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 1.786,01
km². Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah Kabupaten
Enrekang sebesar 2,83 %.
Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 Kecamatan dan secara Keseluruhan
terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah
Desa/Kelurahan.
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Tabel 2.
Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2012
No. Nama Kecamatan Luas Area (km²) Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1. Maiwa 392,87 22,00
2. Bungin 236,84 13,26
3. Enrekang 291,19 16,30
4. Cendana 91.01 5,10
5. Baraka 159,15 8,91
6. Buntu Batu 126,65 7,09
7. Anggeraja 125,34 7,02
8. Malua 40,36 2,26
9. Alla 34,66 1,94
10. Curio 178,51 9,99
11. Masalle 68,35 3,83
12. Baroko 41,08 2,30
Kabupaten Enrekang 1,786,01 100
Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2012,
BPS Enrekang
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Maiwa memiliki daerah
terluas yakni sebesar 392,87 km² (22%) sedangkan yang terkecil; adalah kecamatan
Alla sebesar 34,88 km² (1,94%).
3. Topografi
Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah
Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan
ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.
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Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-
bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang
sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini
hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi
Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada
bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus -
Oktober.
Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah
administrasi Pemerintahan baik pada tingkat Kecamatan maupun level
Desa/Kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54
Desa/Kelurahan yang tersebar pada 5 Kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi
dan kondisi wilayah, maka pemekaran Desa/Kelurahan sudah menjadi keharusan.
Maka pada tahun 1997, jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang
telah bertambah dari 78 Desa/Kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108
desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat Kecamatan, yang semula hanya 5
Kecamatan menjadi 9 Kecamatan. Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran
sehingga bertambah lagi sebanyak 3 Desa menjadi 111 Desa/Kelurahan. Kemudian
pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran Desa dan Kecamatan menjadi 11
Kecamatan dan 112 Desa/Kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali
menjadi 12 Kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut,
kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km2 atau 22 persen dari
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luas Kabupaten Enrekang , sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil
adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km2 atau 1,94 persen dari luas Kabupaten
Enrekang.
Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata
ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang
di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada
dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.
Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis
Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat
Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan
Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana,
sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka,
Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km 2
atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih
1.126,98 Km2 atau 63,10% dari, Luas wilayah Kabupaten Enrekang.
Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara
kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada
pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel,
restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi
dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif
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tertinggal bila dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat
memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan
pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura,
perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.
Dari beberapa uraian di atas dapat dikemukakan peluang-peluang yang
mungkin dapat dimanfaatkan diantaranya adalah :
a. Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di Kabupaten
Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan Pemerintahan
lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat
Pemerintahan Kecamatan dari Desa-Desa bawahannya. Selain itu jumlah
penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani . setiap wilayah
Kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan
memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di setiap wilayah.
b. Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai
potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan
dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya
keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan
perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua
wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi
Daerah.S
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c. Keberagaman kondisi georafis pada setiap wilayah menyebabkan adanya
variasi komoditas unggulan yang memberi peluang untuk dikembangkan pada
setiap wilayah.
4. Kependudukan
Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2012 adalah sebanyak
188.070 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan kepadatan penduduk mencapai
105 jiwa/km².
Tabel 3.
Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut
Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2012
No. Nama
Kecamatan
Laki-
Laki
Perempuan Jumlah
Total
Kepadatan
Penduduk
1. Maiwa 11.655 11.657 23.312 59,3
2. Bungin 2.284 2.098 4.382 18,5
3. Enrekang 14.928 14.929 29.857 102,5
4. Cendana 4.269 4.420 8.689 95,5
5. Baraka 10.495 10.287 20.782 130,6
6. Buntu Batu 6.097 5.896 11.933 94,7
7. Anggeraja 11.866 11.850 23.716 189,2
8. Malua 4.275 4.322 8.597 213,0
9. Alla 10.107 10.046 20.153 581,4
10. Curio 7.248 7.094 14.342 80,3
11. Masalle 6.145 5.953 12.098 177,0
12. Baroko 5.184p 4.965 10.149 247,1
Kabupaten Enrekang 94.553 93.517 188.070 105.3
Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2012
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Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk
yang paling banyak jika di bandingkan dengan Kecamatan yang lain yaitu sebesar
29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di ibu kota
Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan dengan penduduk
yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah  penduduk sebesar 4.382
jiwa dan merupakan kecamatan yang baru dimekarkan.
5. Kepemerintahan
Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati sejak
awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang pernah
memegang tampuk Pemerintahan di Kabupaten ini adalah :
1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud (± Tahun masa non aktif, dan
Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam
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10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman
11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa
12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
13. Periode 2008- sampai sekarang dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung dan
wakil Bupati Drs. H. Nurhasan.
Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam
rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Enrekang sebagai daerah
agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan”. Visi tersebut
dijabarkan sebagai berikut :
1. Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber
daya alam, tingkat aksessiblitas, dukungan sarana dan prasarana,
sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan,
dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector
pertanian (Resourch based Srategy).
Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek
eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industri
pengolahan, perdagangan, lembaga keuangan, dan sebagainya.
2. Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada
prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksitas
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antar Daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi
Selatan.
3. Pembangunan Daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan
sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti itu
akan menempatkan aspek  kelestarian lingkungan sebagai persyaratan
utama.
4. Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik
saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya
Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah,
perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan
Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan perhatian
terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh
kembangkan budaya lokal.
54
6. Misi
Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah di tetapkan, adapun
Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Enrekang adalah :
1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian
Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan,
khususnya disektor pertanian.
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara
Daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan
pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka
mewujudakan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten
Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi
terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga
memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah.
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan
seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling menghormati, semangat
gotong royong dan kerjasama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
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7. Tujuan
Tujuan merupakan panjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa
yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Enrekang sebagai berikut :
1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan
pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi
kerakyatan.
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam
Kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan
berbagai pihak.
5. Meningkatkan pengolahan potensi di kawasan Timur Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil
guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya kepemerintahan yang baik partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
10. Terciptanya peraturan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
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8. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang
akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya daerah dalam kegiatan kepemerintahan Kabupaten Enrekang yang
bersifat spesifik, dapat di nilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada
hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran Pemerintah Kabupaten
Enrekang sebagai berikut.
1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan Perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik Pemerintah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ( transportasi dan postel ).
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi.
7. Terwujudnnya pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
8. Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar negri dalam berbagai bidang
pembangunan.
9. Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam berbagai bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam berbagai
bidang pembangunan.
11. Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang.
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12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuain lahan.
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
16. Meningkatnya status sosial masyarakat.
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
19. Meningkatnya kualiatas aparatur
20. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
21. Meningkatnya wawasan kebangsaan
22. Meningkatnya stabilitas keamanan dan keterlibatan dengan masyarakat.
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Enrekang
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang sekaligus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa dan sudah mengatur secara
jelas mengenai syarat-syarat calon Kepala Desa, sedangkan di dalam Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai
pemilihan kepala desa tidak tercantum adanya syarat-syarat calon Kepala Desa secara
jelas, akan tetapi dikembalikan kepada peraturan Daerah masing-masing Kabupaten
untuk mengaturnya dan tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah.
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Berikut penulis menguraikan tentang proses pemilihan yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :
1. Pembentukan Panitia Pemilihan
Dalam pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia
Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa,
mengatakan: “Pada saat menjelang proses pemilihan, kami beserta panitia lainnya
mengadakan musyawarah atau rapat pembentukan panitia dan membahas tugas dan
kewajiban para panitia serta memilih Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Dan sebagai
acuan kami dalam mengambil setiap kebijakan selalu mengacu kepada aturan
undang-undang atau peraturan daerah”.16
Adapun Susunan tugas dan kewajiban panitia pemilihan adalah.
1) Susunan keanggotaan panitia terdiri dari:
a. Ketua, dipilih dari anggota panitia;
b. Sekertaris, Bendahara dan Anggota, dipilih dari unsur-unsur Perangkat Desa
dan Tokoh Masyarakat.
16 Hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Panitia pemilihan di Desa Rampunan) pada
tanggal 20 Januari 2012
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2) Panitia pemilihan sebagai dimaksud pada ayat(1), bila ada yang mencalonkan
diri untuk pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan
perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD .yang
ditembuskan kepada Bupati
3) Panitia mempunyai tugas :
a. Menerima pendaftaran bakal calon
b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua
Panitia pemilihan.
c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
d. Menerima dan melaksanakan penelitian administrasi persyaratan bakal
calon untuk ditetapkan sebagai calon yg berhak dipilih.
e. Melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang
berhak dipilih.
f. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.
g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD.
h. Membuat berita acara pemilihan.
i. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.
j. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
k. Menetapkan masa kampanye dan tata tertib kampanye.
l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
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m. Menetapkan urutan-urutan penetapan gambar calon yang berhak dipilih
sesuai dengan urutan abjad.
n. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan
dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
o. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata
tertib pemilihan.17
2. Persyaratan Pemilih
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah
bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan
tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) keatas pada saat pemilihan atau
telah/pernah kawin/menikah pada saat pendaftaran pemilihan yang dapat
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
c. Tidak sedang terganggu jiwanya.18
17 Desa Rampunan tahun 2012.
18 Ibid.
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3. Tata Cara Pendaftaran Pemilih
a. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia, dilaksanakan dari rumah
kerumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih
dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih  terdaftar dua kali.
b. Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari
satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar
penentuan usia pemilih adalah bukti sah menurut waktu ditetapkan paling
lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
c. Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan
pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
d. Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada
siapapun.
e. Untuk mengetahui terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap
pemilih diwajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau
tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan
untuk pemungutan suara.19
4. Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon
Pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan beberapa
persyaratan yang diantaranya adalah:
19 Ibid.
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a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah.
c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang
menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau
sederajat yang di buktikan dengan STTB.
e. Usia paling rendah 25 (dua lima) tahun.
f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keteranggan dokter.
g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa.
h. Tidak pernah melakukan tindak pidana.
i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat
tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) terakhir
pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus kecuali bagi
putra desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan.
k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan
di Desa bersangkutan.
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l. Mengenal daerahnya dan di kenal oleh masyarakat di Desa yang
bersangkutan.
m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan Adat istiadat setempat.20
Dari beberapa uraian mengenai persyaratan calon Kepala Desa di atas pada
dasarnya tidak berlaku secara Nasional akan tetapi dikembalikan kepada masing-
masing daerah untuk menentukan syarat-syarat calon Kepala Desa yang tetap
mengacu kepada Peraturan Pemerintah. Begitu halnya di Kabupaten Enrekang dalam
proses Pemilihan Desa, secara keseluruhan tetap mengacu pada peraturan Daerah
Kebupaten Enrekang, baik mengenai mekanisme pemilihan maupun masalah
persyaratannya.
Perlu diingat bahwa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-undang
adalah merupakan acuan normatif bagi seleksi pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Mengingat Desa-Desa yang ada di Kabupaten Enrekang merupakan Desa-Desa yang
sudah ada sejak jaman dahulu yang masih kuat ikatan geneologisnya, maka ada
persyaratan khusus lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala Desa di
beberapa Desa tertentu antara lain:
1) Yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah orang yang berasal dari
keturunan masyarakat asli atau pemangku adat.
20 Ibid
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2) Harus mempunyai  pengaruh dalam masyarakat.
3) Mengetahui tentang masalah adat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat.21
Lebih lanjut Arifin, salah satu tokoh yang pernah menjadi panitia pemilihan
Kepala Desa, mengatakan: “Setelah melaksanakan/menetapkan persyaratan
penjaringan bakal calon Kepala Desa, maka kami dengan panitia lainnya mengadakan
penjaringan bakal calon.”
5. Penetapan Calon Kepala Desa
Setelah penjaringan bakal calon selesai maka di laksanakan penetapan calon
Kepala Desa, yang di mana dalam hal rapat penetapan calon dihadiri oleh anggota
BPD, pelaksanaan tugas Kepala Desa dan atau pejabat Kepala Desa dan ditetapkan
oleh BPD, kemudian mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
Lebih lanjut Arifin, mengemukakan bahwa: “Setelah mengadakan penjaringan
bakal calon selama beberapa hari dan akhirnya kami menetapkan calon Kepala Desa
yang berhak ikut dalam pemilihan dan diumumkan melalui kantor Desa.”22
21 Ibid
22 Hasil wawancara dengan Bapak Arifin (Panitia Pemilihan di Desa Rampunan) pada tanggal
20 Januari 2012
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6. Masa Kampanye
Setelah calon Kepala Desa ditetapkan maka saat itu juga ditentukan waktu
kampanye masing-masing calon dengan syarat:
a. Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa hendaklah diarahkan pada
hal-hal yang bersifat positif.
b. Kampanye para calon Kepala Desa tidak diperkenankan diadakan secara
berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta
tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
c. Dalam kampanye Kepala Desa tidakdiperkenankan untuk berbuat seperti:
1) Menghianati Dasar Negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945
2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dari / atau peserta
lain.
3) Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar
kelompok masyarakat.
4) Mengganggu ketertiban umum
5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajukan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan  atau peserta
pemilihan yang lain.
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6) Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan.23
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
Dalam Pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Enrekang, Sekretaris
Desa Rampunan menjelaskan bahwa; “Sebelum pelaksanaan pemungutan suara,
Panitia menghimbau kepada seluruh masyarakat dan calon Kepala Desa wajib
mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia seperti, hadir pada saat
pemilihan, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan, menerima dengan lapang
dada terhadap hasil perolehan suara dan menggunakan hak pilihnya dan pemilihan
Kepala Desa ini dilaksanakan secara langsung, aman, bebas, rahasia, jujur dan adil”.24
Arifin juga menambahkan bahwa: “Dalam proses pemungutan suara, seluruh
teknis pelaksanaan dilaksanakan dengan baik, seluruh tahap telah dilaksanakan
seperti halnya pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon
Kepala Desa secara langsung dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia
pemilihan dan hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon, pemilih yang
hadir diberikan selembar kertas surat suara oleh panitia melalui pemanggilan
berdasarkan urutan daftar hadir.”25
23 Desa Rampunan, Desa Sumbang dan Desa Bolang tahun 2012
24 Hasil Wawancara dengan Bapak Bachtiar, (Sekretaris Desa Rampunan) tanggal 21 Januari
2012 di Kantor Desa Rampunan
25 Ibid
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8. Pelaksanaan Perhitungan Suara
Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, maka hari itu juga
dilangsungkan perhitungan suara agar tidak timbul masalah, selanjutnya panitia
meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa agar menugaskan pemilih untuk
menjadi saksi dalam perhitungan suara tersebut.
Adapun yang menjadi Kepala Desa terpilih adalah calon yang meraih suara
terbanyak dalam pemilihan tersebut.26
9. Penetapan Hasil Perhitungan
Setelah perhitungan suara selesai, maka pada saat itu juga panitia membuat,
menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan para calon kepala
desa dan saksi serta menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD. Dalam berita acara
pemilihan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia serta para calon
kelapa desa. Selanjutnya ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan
calon kepala desa dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih dan dilanjutkan ke
Badan Permusyawaratan Desa dan di serahkan ke Bupati untuk disahkan.
Pada dasarnya seluruh proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di
Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi walaupun masih
26 Ibid.
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terdapat beberapa kekurangan hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap yang telah
dilaksanakan telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di
Kabupaten Enrekang
1) Faktor Georafis dan Sumber Daya Manusia
Proses pemilihan Kepala Desa secara langsung yang dilaksanakan di
Kabupaten Enrekang ternyata menemui beberapa hambatan antara diantaranya faktor
sumber daya manusia dalam hal inilah sebagian dari penduduk di Kabupaten
Enrekang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyulitkan panitia
dalam hal sosialisasi dan simulasi tentang tata cara pemungutan suara seperti yang
dikemukakan lebih lanjut oleh Arifin bahwa : “Sebelum diadakan proses pemilihan
maka kami dengan panitia lainnya mengadakan simulasi tentang bagaimana cara
proses ataupun teknis pemungutan suara dan yang menjadi kendala pada saat itu kami
dan panitia lainnya berulang-ulang memberikan pengertian tentang tata cara
pencoblosan akan tetapi karena kurangnya pemahaman atau sumber daya manusia
yang ada diwilayahnya lebih dominan tak berpendidikan sehingga banyak menyita
waktu.”27
Selain dari kurangnya pemahaman tentang proses pemungutan suara, letak
Geografis di wilayah Kabupaten Enrekang juga menjadi salah satu penghambat
27 Ibid.
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proses pemilihan,  hal ini disebabkan oleh karena beberapa warga di Kabupaten
Enrekang yang letak tempat tinggalnya jauh dan berada dilereng dan perbukitan
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuju ketempat pemungutan
suara, seperti yang dikemukakan oleh Sukrianto salah Seorang Penduduk Dusun
Pakewa di Desa Rampunan, bahwa : “Dirinya beserta para wajib pilih/penduduk
lainnya pada saat proses pemungutan suara terlambat menuju ketempat pemungutan
suara hal ini disebabkan oleh karena jarak dari tempat tinggal kami dari tempat
pemungutan suara cukup jauh dan melalui kawasan lereng dan perbukitan yang licin
oleh karena pengaruh hujan dan embun sehingga sangat menyulitkan untuk cepat tiba
di lokasi pemungutan suara.”28
Hal senada juga dibenarkan oleh Nasaruddin, bahwa: “Pada saat pelaksanaan
pemungutan suara (pemilihan) dari sejumlah tempat pemungutan suara rata-rata tidak
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh karena
selain jarak tempuh tinggal pemilih dari tempat pemungutan suara cukup jauh dan
pada hari yang sama Desa kami sedang diguyur hujan sehingga sangat menyulitkan
para penduduk untuk melaksanakan hak pilihnya.”29
Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa walaupun terdapat
beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proses pemilihan tetapi animo dan
28 Hasil wawancara dengan bapak Sukrianto (Warga Dusun Pakewa, Desa Rampunan) pada
tanggal 21 Januari 2012
29 Hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin (Kepala Desa Bolang) pada tanggal 27
desember 2011
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antusias para penduduk di Kabupaten Enrekang untuk menjunjung nilai-nilai
demokrasi sangat tinggi.
2) Faktor Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia pencalonan dan
pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah dimusyawarakan dengan
Lembaga Musyawarah Desa. Hal ini dilengkapi oleh Haminuddin, bahwa: “Seluruh
Rencana Anggaran terlebih dahulu dimusyawarakan beserta Badan Permusyawaratan
Desa dan panitia lainnya terus disampaikan ke Camat. Akan tetapi realisasi dari
pengajuan penggunaan anggaran tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga
seluruh hal tertulis yang bersifat fisik juga terlambat dilaksanakan oleh karena
Anggaran di Desa juga yang sangat minim.”30
Selanjutnya Haminuddin menambahkan bahwa biaya pemilihan yang
termasuk fisik/teknis dipergunakan untuk :
a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat
suara, pembuatan tanda gambar, calon dan sebagainya)
b. Pendaftaran pemilih.
c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan.
d. Penelitian syarat-syarat calon.
e. Honorium panitia, konssumsi dan biaya-biaya rapat.
30 Hasil wawancara dengan Bapak Haminuddin (Kepala Desa Sumbang) pada tanggal 18
Februari 2012
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f. Honorium petugas
g. Sampai pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih31
Adapun pendapat para responden tentang hambatan atau kendala pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4
NO. Alasan responden F Presentasi
1. Kurangnya biaya pelaksanaan proses pemilihan 25 50
2. Pemahaman masyarakat yang masih kurang 12 24
3. Kurangnya simulasi/sosialisasi dari panitia 10 20
4. Cukup jauh dari tempat pelaksanaan pemilihan 3 6
Jumlah 50 100
Sumber: data primer yang diolah 2012
Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Enrekang yang tertinggi adalah
kurangnya biaya pelaksanaan proses pemilihan pemilihan secara langsung sebanyak
25 atau 50% dan yang terendah adalah jarak tempuh dari tempat pemungutan suara
sebanyak 3 orang atau 6%. Namun demikian, proses Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Enrekang tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada terkhusus
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
31 Ibid.
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Adapun tingkat minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten
Enrekang dapat kita lihat dalam tabel berikut:
Tabel 5
No. Lokasi Jumlah penduduk Jumlah wajib pilih Abstain
1. Desa Rampunan 1.562 1.232 6
2. Jumlah dalam persen 100 99,18 0,82
Sumber: data primer yang diolah 2012
Berdasarkan berdasarkan Data Tabel V, penulis simpulkan bahwa di daerah
Kabupaten Enrekang tingkat minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Enrekang sangat tinggi karena masih diatas 99%.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah melaksanakan
berbagai tahapan dalam melangsungkan pemilihan Kepala Desa yang
demokratis.
2. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara langsung yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Enrekang terdapat beberapa faktor penghambat
antara lain fator sumber daya manusia. Faktor ini sangat mempengaruhi
lancarnya proses pemilihan karena pengetahuan masyarakat setempat tempat
pemilihan bisa dikatakan minim bahkan masyarakat yang masih buta huruf
dan secara otomatis tidak dapat mempergunakan hak pilih dan hak
dipilihnya. Faktor biaya proses pemilihan dan faktor georafis yang mana di
Kabupaten Enrekang masih banyak daerah yang terpencil dan berbukit-bukit
yang susah dijangkau dengan alat transportasi maupun komunikasi.
B. SARAN
1. Hendaklah Pemerintah Daerah bersifat proaktif dalam menunjang roda
Pemerintahan Desa terkhusus dalam pemilihan Kepala Desa, serta
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menganggarkan secara khusus biaya pemilihan Kepala Desa agar pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa tidak terhambat dalam masalah biaya pemilihan.
2. Panitia harus mengambil langkah-langkah alternatif dalam rangka
penanggulangan biaya dan memberikan penyuluhan (simulasi) secara intensif
kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilihan.
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